MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 131/PMK.01/2006

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEUANGAN

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

MENTERI KEUANGAN,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kinerja
organisasi Departemen Keuangan, perlu menyempurnakan
organisasi dan tata kerja Departemen Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Ind aN 94 Tahun 2006,

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia: Nomor
91 Tahun 2006;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun
2005; :

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dalam surat Nomor B/2967/M.PAN/12/2006 tanggal 22 Desember
2006;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEUANGAN.
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BAB 1
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Departemen Keuangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah dipimpin oleh seorang
Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Departemen Keuangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan
sebagian tugas pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Departemen Keuangan
menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan nasional. kebijakan pelaksanaan. dan kebijakan teknis di bidang
keuangan dan kekayaan negara;

b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara;
c. pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan kekayaan negara;

e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang keuangan dan
kekayaan negara kepada Presiden.

BAB 1I
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Departemen Keuangan terdiri dari:

a. Sekretariat Jenderal;

b. Direktorat Jenderal Anggaran; /

c. Direktorat Jenderal Pajak;

d. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; v

e. Direktorat Jenderal Perbendaharaan; v

f. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; v

g. Direktorat [enderal Perimbangan Keuangan;
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h. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;

i. Inspektorat Jenderal;

j.  Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;

~

Badan Kebijakan Fiskal,

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

[a—

. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional;
Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;
Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara,
Staf Ahli Bidang Pengembéngan Pasar Modal;

Staf Ahli Bidang Pembinaan Umum Pengelolaan Kekayaan Negara;

R = -

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan;, -

Pusat Pembinaan Akuntan dan ]aéa Penilai;

o

t. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan.

BAB III
SEKRETARIAT JENDERAL
Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi
Pasal 5

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen Keuangan sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Jenderal
menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan Departemen Keuangan;

penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Keuangan;

c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian
Koordinator, Kementerian Negara, Departemen lain, Lembaga Pemerintah Non
Departemen, dan lembaga lain yang terkait;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.
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BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2085
Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh
Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 2086
Dengan Dberlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor
466/ KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.01/2006 dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 2087

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2006

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya, SRIMULYANI INDRAWATI
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